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TIM PEMERIKSA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN

A. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Dasar Pelaksanaan Pengawasan
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederahana;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Tata Kerja Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan;
16. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
21. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
	[bookmark: _GoBack]22.
	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan&nbsp;
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	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya&nbsp;
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	Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1423/PS.00/5/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pembina dan Pengawas Daerah Tahun 2022&nbsp;
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	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SP DIPA-005.01.2.401900/2022 tanggal 17 November 2021&nbsp;


    
B. Ruang Lingkup Pengawasan
Ruang lingkup pengawasan meliputi:
1. Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan serta evalausi kegiatan.
2. Administrasi peradilan yang terdiri atas administrasi perkara, adminitrasi persidangan dan pelaksanaan putusan serta adminitrasi umum.
3. Mutu pelayanan publik.
4. Kinerja pengadilan.

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan
1. Maksud Pengawasan
a. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar
b. Menjaga terwujudnya tertib adminitrasi peradilan
c. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja
d. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat
e. Menjaga citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
f. Meningkakan kinerja pelayanan publik.
g. Meiningkatkan disiplindan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
h. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Tujuan Pengawasan
a. Menopang kerangka manajemen peradila yang baik
b. Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peradilan
c. Memberikan masukan berupa data, fakta, petimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk pengambil keputusan
D. Metodologi Pengawasan
Pengawasan rutin/regular dilakukan daam bentuk pemeriksaan, yaitu degan mekanisme pengamatan yang dilakukan dan dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang tekah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan perturan yang berlaku.

E. Jangka Waktu Pengawasan
Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 2 (dua) hari, tanggal 23 Mei 2022 di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan susunan tim sebagai berikut:
	1.
	Drs. H. Amridal S.H., M.A., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	2.
	Rahmita S.Ag., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	3.
	Nurasiyah Handayani Rangkuti S.H., Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	4.
	Feri Hidayat, PPNPN pada Pengadilan Tinggi Agama Padang



F. Objek Pemeriksaan
Pengawasan rutin/regular dilaksanakan dengan melakuakn pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:
1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik




BAB II
URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Manajemen Peradilan
	1.
	Kondisi:
Ketua PA Padang Panjang telah membuat surat keputusan Hakim Pengawas Bidang nomor W3-A8/3/PS.0/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 para Hakim yang ditugasi dalam SK tersebut telah melakukan pengawasan untuk setiap bulan dari Januari sampai Maret 2022.
Kriteria:
Buku 4 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan Peradilan dan Surat Keputusan KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pengawasan.
Sebab:
Surat Keputusan tentang Hakim Pengawas Bidang sudah dibuat sejak Januari 2022 sesuai dengan Ketentuan.
Akibat:
Pengawasan telah dilaksanakan untuk setiap bulan sehingga laporan triwulan I telah dilaporkan di awal April 2022 kepada Wakil Ketua.
Rekomendasi:
Sesuai dengan maksud dari pengawasan, Pengawasan telah dilaksanakan dan Laporan Hasil Pengawasan Bidang telah sesuai dengan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan dibuat Laporan Triwulan dengan membuat kondisi, kriteria, sebab , akibat, dan rekomendasi agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan temuan yang terdapat dalam pengawasan tersebut guna untuk kesempurnaan tugas.

	2.
	Kondisi:
Mengenai keadaan perkara pada PA Padang Panjang belum diumumkan secara elektronik sehingga masyarakat pencari keadilan belum bisa melihat apa saja yang bisa diselesaikan perkara secara transparan.
Kriteria:
Sesuai ketentuan SK.KMA No. 26 /KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yaitu Administrasi Persidangan, bantuan hukum, pelayanan pengaduan dan pelayanan permohonan informasi dan sesuai dengan SK.KMA.No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan informasi.
Sebab:
Arus listrik tidak stabil dan jaringan internet terganggu sebab sinyal .
Akibat:
Pelayanan informasi mengenai persidangan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, dan pelayanan pencari keadilan belum dapat dilaksanakan secara baik.
Rekomendasi:
Sarana prasarana persidangan, hendaknya dusahakan/dilengkapi dengan baik, arus listrik, jaringan internet serta elektronik dilaksanakan, dibuat usulan tentang kebutuhan yang menyangkut hal-hal kebutuhan pelayanan publik.



B. Administrasi perkara
	1.
	Kondisi:
Masih ada berkas perkara yang sudah masuk arsip tapi tidak ada daftar ceklis kelengkapan berkas, meskipun ada tapi tidak di tandatangani
Kriteria:
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip
Sebab:
Panmud kurang teliti dengan berkas
Akibat:
kurang rapi dan tidak lengkap
Rekomendasi:
Supaya teliti dan hati-hati dengan berkas yang akan dimasukan ke dalam box

	2.
	Kondisi:
Lipa 23 sidang terpadu laporan pada kinsatker belum validasi
Kriteria:
Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor 3474/DJA.3/HM.00/10/2021, tanggal o7 Oktober 2021 perihal Laporan Perkara
Sebab:
tidak diulang menceknya
Akibat:
laporan tidak valid
Rekomendasi:
supaya diusahakan memvalidasikan

	3.
	Kondisi:
LIPA 18 laporan bulan April dan Maret 2022 jumlahnya salah
Kriteria:
Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor 3474/DjA.3/HM.00/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021 perihal Laporan Perkara
Sebab:
kurang teliti  petugas yang bersangkutan dan oleh Panmud dan Panitera tidak mencek kembali sebelum ditandatangani
Akibat:
laporan salah penjumlahan dan harus segera diperbaiki
Rekomendasi:
supaya lebih teliti dalam penjumlahan uang



C. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
	1.
	Kondisi:
Berkas perkara Nomor 332/Pdt.G/2021/PA PP, dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Desember 2021, Tergugat tidak hadir tapi pada sidang tanggal tersebut, tergugat menandatangani peryataan hasil mediasi.
Penjelasan tentang mediasi kepada pihak keduanya hadir Penggugat menandatangani, sedangkan Tergugat tidak menandatangani
Kriteria:
Harus sesuai dengan kenyataan apa yang terjadi dalam persidangan
Sebab:
Hakim dan Panitera yang menyidangkan perkara ini kurang teliti dan cermat dalam proses persidangan
Akibat:
Penyelesaian perkara tidak sempurna dan tidak sesuai dengan kejadian dalam persidangan
Rekomendasi:
Majelis hakim harus cermat dan teliti dalam penyelesain perkara

	2.
	Kondisi:
Perkara Nomor 333/Pdt.G/2021/PA PP.
Dalam tuntutan balik/Rekonvensi, hakim mempertimbangkan  belum selayak dan sepatutnya sesuai dengan kemampuan pemohon(suami)seperti Mut'ah, sebesar Rp.300.000 padahal sudah lama membina rumah tangga
Kriteria:
Dalam mempertimbangkan, hak-hak istri harus sesuai penghasilan suami. kalau tidak ada penghasilan tetap, maka rata-rata berapa penghasilannya perbulan dan layak serta patut
Sebab:
Hakim harus mempertimbangkan berdasarkan penghasilan suami juga apa layak atau patut sesuai dengan kondisi ekonomi sekarang
Akibat:
salah satu pihak merasa kurang adil, pada hal Mut'ah hiburan bagi istri yang di ceraikan yang sudah lama membina rumah tangga
Rekomendasi:
Di harapkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hak-hak istri dan anak harus sesuai dengan kelayakan dan kepatutan. Disamping mempertimbangkan penghasilan suami

	3.
	Kondisi:
Perkara No. 335/Pdt.G/2021/PA.PP Tidak sama amar putusan dalam berita acara sidang dengan amar yang tertulis dalam  putusan.
Kriteria:
Amar putusan dalam Berita Acara Sidang harus sama dengan amar yang terdapat dalam putusan.
Sebab:
Majelis Hakim dan Panitera kurang teliti dan kurang cermat dalam penyelesaian perkara. Berkas tidak sempurna dan tidak sesuai aturan yang berlaku.
Akibat:
Apa yang tertulis dalam Berita Acara tidak sinkron dengan yang tercantum di dalam amar putusan padahal Berita Acara Sidang merujuk pada amar putusan.
Rekomendasi:
Supaya Majelis Hakim lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam pemeriksaan perkara sehingga tidak ditemui hal-hal yang mengurangi kesempurnaan sebuah perkara.

	4.
	Kondisi:
Dalam persidangan sudah ada persetujuan atau persyaratan perdamaian yang di setujui dan di tanda tangani oleh para pihak
Kriteria:
Mediator diharapkan dapat melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian para pihak sebelum proses persidangan
Sebab:
Majelis hakim harus berhati-hati supaya para pihak melaksanakan persetujuan perdamaian tersebut
Akibat:
Dalam amar putusan tidak seluruhnya mencatumkan isi perdamaian tersebut, pasal demi pasal
Rekomendasi:
Dalam amar putusan cukup mencantumkan hal-hal subtansi saja, seperti nafkah Idah, Mut'ah sesuai dengan isi perdamaian dengan tidak mencantumkan seluruh pasal-pasal, dan jangan lupa kata-kata menghukum untuk mematuhi akta perdamaian, kalau pasalnya banyak tentu bunyi amarnya akan panjang

	5.
	Kondisi:
Setiap berita acara sidang harus di koreksi oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara
Kriteria:
Berita acara sidang harus memuat apa yang terjadi dalam proses persidangan
Sebab:
Majelis hakim kurang mengoreksi dan meneliti Berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti
Akibat:
Sering apa yang terjadi dalam putusan tidak singkron dengan apa yang ada dalam tertera dalam berita acara sidang
Rekomendasi:
Agar Majelis Hakim membaca dan mengoreksi setiap proses sidang yang di cantumkan dalam berita acara sidang sehingga apa yang tertulis dalam putusan merujuk kepada proses pemeriksaan yang ada dalam berita acara sidang


D. Administrasi umum
	1.
	Kondisi:
SPD lembar belakang halaman dua dan SPBY perjalanan dinas DIPA 01 dan DIPA 04  belum ditandatangani, di stempel dan nama, Nip pejabat yang menandatangani perjalanan dinas yang dituju. Seperti perjalanan dinas ke KPPN Bukittinggi tanggal 14 April 2022, perjalanan dinas ke Padang tanggal 31 Maret 2022 dan perjalanan dinas ke Padang tanggal 4 April 2022, perjalanan dinas pembebasan biaya perkara DRPP No.0005/DRPP/401963/2022 tanggal 12 April 2022, perjalanan dinas pembebasan biaya perkara  DRPP No.00003/DRPP/401963/2022 tanggal 30 Maret 2022.
Kriteria:
PMK No.230/PMK.05/2016 Tentang kedudukan dan tanggungjawab Bendahara pada satuan kerjaPMK No.178/PMK.05/2018 tentang perubahan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Sebab:
Bendahara kurang teliti terhadap dokumen  pada saat melakukan pembayaran
Akibat:
legalitas dokumen di ragukan
Rekomendasi:
Supaya bendahara lebih teliti   memeriksa semua dokumen dan lampiran  sebelum mempertanggungjawabkan dan bisa minta bantuan kepada PPNPN untuk menstempel dan,menandatangani kepada yang bersangkutan

	2.
	Kondisi:
Buku Kas Umum dan buku pembantu Dipa 01 dan Dipa 04 dari Januari s/d April 2022 masih ada yang belum di stempel dan ditandatangani Kuasa Pengguna Anggran dan bendahara
Kriteria:
PMK No.230/PMK.05/2016 Tentang kedudukan dan tanggungjawab Bendahara pada satuan kerja
PMK No.178/PMK.05/2018 tentang perubahan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Sebab:
Stempel sering berpindah-pindah penempatan setelah dipakai,sehingga saat diperlukan tidak ditemukan
Akibat:
Penyelesaian pekerjaan banyak tertunda sehingga BKU dan buku pembantu banyak yang belum distempel
Rekomendasi:
Agar ketersediaan stempel di siapkan di masing-masing bagian sesuai kebutuhan dan bisa  bantuan kepada tenaga Honor PPNPN apabila diperlukan untuk menstempel dokumen dengan arahan bendahara

	3.
	Kondisi:
Monitoring dari aplikasi e-sadewa  barang BMN masih banyak  belum  PSP,terakhir dilaksanakn tahun 2017
Kriteria:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA. ( 1) Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.
Sebab:
Kekurangan SDM untuk melaksanakan pendataan   PSP barang BMN
Akibat:
Banyak barang BMN yang tertunda PSP dan monitoring pada aplikasi e sadewa kategori Buruk
Rekomendasi:
Agar segera melaksanakan PSP  melalui aplikasi siman

	4.
	Kondisi:
Kwitansi belanja barang persediaan dan pengeluaran (DIPA 01)belum di input ke aplikasi persediaan
Kriteria:
PMK No.181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan BMN
Sebab:
Kekurangan SDM untuk membantu menginput ke aplikasi persediaan
Akibat:
Pada aplikasi persediaan belum tercatat semua belanja barang yang telah di beli sehingga sulit untuk mengetahui barang habis pakai yang keluar
Rekomendasi:
agar segera dilakukan penginputan kwitansi ke aplikasi persediaan

	5.
	Kondisi:
Stock opname ATK perkara pembebasan biaya perkara 3 (tiga) bulan sekali belum dilaksanakan
Kriteria:
PMK Surat Dirjen Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/I/2022 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pembebasan biaya perkara di lingkunagn peradilan agama pada point C nomor 6 itu operator persediaan melakukan stok opname ATK pembebasan perkara setiap 3 bulan sekali dan di update kepada Sekretaris untuk di lanjutkan kepada Panitera.
Sebab:
Menunggu hasil laporan audited dari Pusat
Akibat:
Pada aplikasi persediaan tidak tercatat belanja barang yang masuk dan keluar
Rekomendasi:
Agar segera dilakukan penginputan ke aplikasi persediaan 04

	6.
	Kondisi:
Presensi online di sikep MARI data lokasi belum sesuai dengan titik lokasi kantor
Kriteria:
SE Sekretaris MA RI No 5 Tahun 2020 angka 2 dan 3Perma No 3 Tahun 2020 Pasal 5
Sebab:
Kasubang kepegawaian belum mengetahui  peraturan SE Sekretaris MA RI No 5 Tahun 2020 angka 2 dan 3Perma No 3 Tahun 2020 Pasal 5
Akibat:
Pegawai yang presensi tidak sesuai titik lokasi kantor sehingga kalau ada pemeriksaan dari Bawas akan berdampak terhadap pengembalian remunirasi
Rekomendasi:
Agar di beritahukan kepada seluruh pegawai pengambilan presensi harus sesuai dengan titik lokasi kantor

	7.
	Kondisi:
Susunan SK tim baperjakat  Nomor W3-A8/19/KP.04.6/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 yaitu Wakil ketua (Ketua), Kasubag kepegawaian dan ortala (sekretaris), Hakim (Anggota), Panitera (Anggota), Sekretaris( Anggota)
Kriteria:
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung  RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 yaitu susunan baperjakat di pengadilan tingkat pertama terdiri atas:                                                                                                                       
1. Wakil ketua atau wakil kepala pengadilan tingkat pertama selaku ketau merangkap anggota
2. 2 (dua) orang hakim selaku anggota
3. sekretaris selaku anggota
4. Panitera selaku anggota
5. kasubag bagian kepegawaian selaku sekretaris
Sebab:
Kurang memahami tentang peraturan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung  RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019
Akibat:
format SK tidak sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung  RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019  Anggota tim baperjakat kurang satu hakim
Rekomendasi:
Supaya  SK tim Baperjakat di ganti atau ditambahkan  Wakil Ketua (selaku Ketua merangkap anggota), kemudian tambahkan hakim satu lagi menjadi 2(dua) orang hakim selaku anggota, Sekretaris (selaku anggota), Panitera (selaku anggota), Kasubag kepegawaian (selaku sekretaris )

	8.
	Kondisi:
Pelaksanaan pengangkatan PPNPN pada akhir tahun 2021 tidak ada ada dokumen berdasarkan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 seperti lampiran II huruf G Penilaian kinerja PPNPN,  dan lampiran II huruf H, SK tim Analis hasil penilaian
Kriteria:
SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNPN pada Mahakamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya
Sebab:
Peraturan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tidak dijadikan sebagai rujukan untuk evaluasi kinerja PPNPN
Akibat:
Pelaksanaan pengangkatan  PPNPN di akhir tahun tidak dasarkan dengan Peraturan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021
Rekomendasi:
Agar pelaksanaan pengangkatan PPNPN di akhir tahun merujuk SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021

	9.
	Kondisi:
SK dan perjanjian kerja PPNPN penandatangan ditambah dengan mengetahui ketua
Kriteria:
SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNPN pada Mahakamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya
Sebab:
pembuatan SK dan Perjaanjian kinerja tidak merujuk kepada peraturan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021
Akibat:
Kesalahan dalam membuat SK dan perjanjian kinerja PPNPN
Rekomendasi:
Supaya SK dan Perjanjian kinerja dibuat sesuai dengan format peraturan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021

	10.
	Kondisi:
Penilain evaluasi kinerja pertiga bulan PPNP tahun 2022 belum sesuia dengan format terbaru
Kriteria:
SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNPN pada Mahakamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya
Sebab:
Peraturan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tidak dijadikan sebagai rujukan untuk evaluasi kinerja PPNPN
Akibat:
Pelaksanaan evaluasi kinerja PPNPN tidak sesuai dengan Peraturan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021
Rekomendasi:
Agar evaluasi penilaian PPNPN  pertiga bulan dilaksanakan sesuai dengan aturan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021

	11.
	Kondisi:
SOP belum di reviu dan diupdate sesuai dengan kondisi terkini
Kriteria:
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Sebab:
Tidak ada dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap  SOP
Akibat:
Sop tidak updete sesuai dengan kondisi terbaru
Rekomendasi:
Agar segera melaksanakan  reviu dan update SOP



E. Kinerja Pelayanan Publik
	1.
	Kondisi:
Masih ada akta cerai yang belum di ambil oleh para pihak
Kriteria:
SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang Disahkan dan Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara
Sebab:
Belum ada usaha atau sosialisasi oleh Panitera menyampaikan atau menyerahkan kepada para pihak
Akibat:
Para pihak belum dapat menerima produk dari Pengadilan Agama
Rekomendasi:
Supaya di carikan solusinya atau jalan keluarnya oleh Panitera

	2.
	Kondisi:
Pemeliharaan kebersihan ruangan dan ruang pelayanan telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal meskipun belum berkelanjutan dan konsisten, dikarenakan petugas kebersihan tidak disiplin mengisi ceklis kebersihan, sehingga mengurangi efisiensi kontrol dari atasan untuk bahan evaluasi kedepannya.
Kriteria:
- Kebersihan harus selalu terjaga stiap waktu demi kenyamanan seluruh pegawai dan pengunjung serta demi meningkatkan kualitas layanan;- Pada prinsipnya tanggung jawab kebersihan kantor adalah tanggung jawab secara bersama-sama, setiap area baik diluar maupun area diluar kantor harus dijaga kebersihannya, namun tetap harus ditunuk petugas penanggung jawab.
Sebab:
Petugas kebersihan merangkap tugas lain, sehingga setelah seluruh area dibersihkan, masing-masing melanjutkan tugas yang lain sehingga pemeliharaan kebersihan di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang kurang maksimal.
Akibat:
- Masih ada pada kondisi tertentu beberapa lokasi sekitar kantor dan beberapa ruangan kebersihannya tidak terawat.
- Cheklist kebersihan tidak diisi oleh petugas kebersihan.
Rekomendasi:
Agar kebersihan kantor lebih diperhatikan dengan cara menugaskan salah satu pegawai untuk menceklis kebersihan tiap ruangan setiap hari, sehingga kebersihan kantor bisa terjaga.




BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
	1.
	Ketua PA Padang Panjang telah membuat surat keputusan Hakim Pengawas Bidang nomor W3-A8/3/PS.0/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 para Hakim yang ditugasi dalam SK tersebut telah melakukan pengawasan untuk setiap bulan dari Januari sampai Maret 2022.

	2.
	Mengenai keadaan perkara pada PA Padang Panjang belum diumumkan secara elektronik sehingga masyarakat pencari keadilan belum bisa melihat apa saja yang bisa diselesaikan perkara secara transparan.

	3.
	Ketua PA Padang Panjang telah membuat surat keputusan Hakim Pengawas Bidang nomor W3-A8/3/PS.0/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 para Hakim yang ditugasi dalam SK tersebut telah melakukan pengawasan untuk setiap bulan dari Januari sampai Maret 2022.

	4.
	Mengenai keadaan perkara pada PA Padang Panjang belum diumumkan secara elektronik sehingga masyarakat pencari keadilan belum bisa melihat apa saja yang bisa diselesaikan perkara secara transparan.

	5.
	Masih ada berkas perkara yang sudah masuk arsip tapi tidak ada daftar ceklis kelengkapan berkas, meskipun ada tapi tidak di tandatangani

	6.
	Lipa 23 sidang terpadu laporan pada kinsatker belum validasi

	7.
	LIPA 18 laporan bulan April dan Maret 2022 jumlahnya salah

	8.
	Berkas perkara Nomor 332/Pdt.G/2021/PA PP, dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Desember 2021, Tergugat tidak hadir tapi pada sidang tanggal tersebut, tergugat menandatangani peryataan hasil mediasi.
Penjelasan tentang mediasi kepada pihak keduanya hadir Penggugat menandatangani, sedangkan Tergugat tidak menandatangani

	9.
	Perkara Nomor 333/Pdt.G/2021/PA PP.
Dalam tuntutan balik/Rekonvensi, hakim mempertimbangkan  belum selayak dan sepatutnya sesuai dengan kemampuan pemohon(suami)seperti Mut'ah, sebesar Rp.300.000 padahal sudah lama membina rumah tangga

	10.
	Perkara No. 335/Pdt.G/2021/PA.PP Tidak sama amar putusan dalam berita acara sidang dengan amar yang tertulis dalam  putusan.

	11.
	Dalam persidangan sudah ada persetujuan atau persyaratan perdamaian yang di setujui dan di tanda tangani oleh para pihak

	12.
	Setiap berita acara sidang harus di koreksi oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

	13.
	SPD lembar belakang halaman dua dan SPBY perjalanan dinas DIPA 01 dan DIPA 04  belum ditandatangani, di stempel dan nama, Nip pejabat yang menandatangani perjalanan dinas yang dituju. Seperti perjalanan dinas ke KPPN Bukittinggi tanggal 14 April 2022, perjalanan dinas ke Padang tanggal 31 Maret 2022 dan perjalanan dinas ke Padang tanggal 4 April 2022, perjalanan dinas pembebasan biaya perkara DRPP No.0005/DRPP/401963/2022 tanggal 12 April 2022, perjalanan dinas pembebasan biaya perkara  DRPP No.00003/DRPP/401963/2022 tanggal 30 Maret 2022.

	14.
	Buku Kas Umum dan buku pembantu Dipa 01 dan Dipa 04 dari Januari s/d April 2022 masih ada yang belum di stempel dan ditandatangani Kuasa Pengguna Anggran dan bendahara

	15.
	Monitoring dari aplikasi e-sadewa  barang BMN masih banyak  belum  PSP,terakhir dilaksanakn tahun 2017

	16.
	Kwitansi belanja barang persediaan dan pengeluaran (DIPA 01)belum di input ke aplikasi persediaan

	17.
	Stock opname ATK perkara pembebasan biaya perkara 3 (tiga) bulan sekali belum dilaksanakan

	18.
	Presensi online di sikep MARI data lokasi belum sesuai dengan titik lokasi kantor

	19.
	Susunan SK tim baperjakat  Nomor W3-A8/19/KP.04.6/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 yaitu Wakil ketua (Ketua), Kasubag kepegawaian dan ortala (sekretaris), Hakim (Anggota), Panitera (Anggota), Sekretaris( Anggota)

	20.
	Pelaksanaan pengangkatan PPNPN pada akhir tahun 2021 tidak ada ada dokumen berdasarkan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 seperti lampiran II huruf G Penilaian kinerja PPNPN,  dan lampiran II huruf H, SK tim Analis hasil penilaian

	21.
	SK dan perjanjian kerja PPNPN penandatangan ditambah dengan mengetahui ketua

	22.
	Penilain evaluasi kinerja pertiga bulan PPNP tahun 2022 belum sesuia dengan format terbaru

	23.
	SOP belum di reviu dan diupdate sesuai dengan kondisi terkini



B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan hal-hal sbegai berikut:
	1.
	Sesuai dengan maksud dari pengawasan, Pengawasan telah dilaksanakan dan Laporan Hasil Pengawasan Bidang telah sesuai dengan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan dibuat Laporan Triwulan dengan membuat kondisi, kriteria, sebab , akibat, dan rekomendasi agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan temuan yang terdapat dalam pengawasan tersebut guna untuk kesempurnaan tugas.

	2.
	Sarana prasarana persidangan, hendaknya dusahakan/dilengkapi dengan baik, arus listrik, jaringan internet serta elektronik dilaksanakan, dibuat usulan tentang kebutuhan yang menyangkut hal-hal kebutuhan pelayanan publik.

	3.
	Sesuai dengan maksud dari pengawasan, Pengawasan telah dilaksanakan dan Laporan Hasil Pengawasan Bidang telah sesuai dengan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan dibuat Laporan Triwulan dengan membuat kondisi, kriteria, sebab , akibat, dan rekomendasi agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan temuan yang terdapat dalam pengawasan tersebut guna untuk kesempurnaan tugas.

	4.
	Sarana prasarana persidangan, hendaknya dusahakan/dilengkapi dengan baik, arus listrik, jaringan internet serta elektronik dilaksanakan, dibuat usulan tentang kebutuhan yang menyangkut hal-hal kebutuhan pelayanan publik.

	5.
	Supaya teliti dan hati-hati dengan berkas yang akan dimasukan ke dalam box

	6.
	supaya diusahakan memvalidasikan

	7.
	supaya lebih teliti dalam penjumlahan uang

	8.
	Majelis hakim harus cermat dan teliti dalam penyelesain perkara

	9.
	Di harapkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hak-hak istri dan anak harus sesuai dengan kelayakan dan kepatutan. Disamping mempertimbangkan penghasilan suami

	10.
	Supaya Majelis Hakim lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam pemeriksaan perkara sehingga tidak ditemui hal-hal yang mengurangi kesempurnaan sebuah perkara.

	11.
	Dalam amar putusan cukup mencantumkan hal-hal subtansi saja, seperti nafkah Idah, Mut'ah sesuai dengan isi perdamaian dengan tidak mencantumkan seluruh pasal-pasal, dan jangan lupa kata-kata menghukum untuk mematuhi akta perdamaian, kalau pasalnya banyak tentu bunyi amarnya akan panjang

	12.
	Agar Majelis Hakim membaca dan mengoreksi setiap proses sidang yang di cantumkan dalam berita acara sidang sehingga apa yang tertulis dalam putusan merujuk kepada proses pemeriksaan yang ada dalam berita acara sidang

	13.
	Supaya bendahara lebih teliti   memeriksa semua dokumen dan lampiran  sebelum mempertanggungjawabkan dan bisa minta bantuan kepada PPNPN untuk menstempel dan,menandatangani kepada yang bersangkutan

	14.
	Agar ketersediaan stempel di siapkan di masing-masing bagian sesuai kebutuhan dan bisa  bantuan kepada tenaga Honor PPNPN apabila diperlukan untuk menstempel dokumen dengan arahan bendahara

	15.
	Agar segera melaksanakan PSP  melalui aplikasi siman

	16.
	agar segera dilakukan penginputan kwitansi ke aplikasi persediaan

	17.
	Agar segera dilakukan penginputan ke aplikasi persediaan 04

	18.
	Agar di beritahukan kepada seluruh pegawai pengambilan presensi harus sesuai dengan titik lokasi kantor

	19.
	Supaya  SK tim Baperjakat di ganti atau ditambahkan  Wakil Ketua (selaku Ketua merangkap anggota), kemudian tambahkan hakim satu lagi menjadi 2(dua) orang hakim selaku anggota, Sekretaris (selaku anggota), Panitera (selaku anggota), Kasubag kepegawaian (selaku sekretaris )

	20.
	Agar pelaksanaan pengangkatan PPNPN di akhir tahun merujuk SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021

	21.
	Supaya SK dan Perjanjian kinerja dibuat sesuai dengan format peraturan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021

	22.
	Agar evaluasi penilaian PPNPN  pertiga bulan dilaksanakan sesuai dengan aturan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021

	23.
	Agar segera melaksanakan  reviu dan update SOP
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